Rekapitulasi Kerja Sama Di Provinsi Jambi s/d Tahun 2019

No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-pihak Penanggungjawab Keterangan
(MoU)/No/Masa berlaku (PKS) terkait
1 PERJANIJIAN KERJASAMA | Ruang lingkup Kerjasama : - BAKEUDA TKKSD Provinsi Jambi | Kamar yang telah
KONTRAK PRODUKSI Pengelolaan tanah seluas 52.081 Provinsi Jambi dibangun 60 Kamar.

ANTARA PERMERINTAH
DAERAH TINGKAT | JAMBI
DENGAN PT. JAMBI SAPTA
MANUNGGAL PRATAMA

Tentang :

Pembangunan dan
Pengelolaan Jambi Tepian
Ratu Riverview Hotel &

Resort yang terletak di Jalan
Slamet Riyadi Jambi.

Pihak Pemerintah Provinsi

Jambi

Drs. H. ABDURRAHMAN
SAYOETI

Gubernur KDH Tingkat |
Jambi

Pihak PT. JAMBI SAPTA
MANUNGGAL PRATAMA

MICKY ALBAN HEHUWAT
Direktur Utama

No : 28/L/1995/V

Tgl. 27 Januari 1995

s/d 26 Januari 2025 (30
Tahun)

M2 yang terletak di Jalan Slamet
Riyadi Kel.Legok Kec.Telanaipura
Kotamadya Jambi, serta Gedung
Pertemua (Gedung Balai Pemuda
dan Kebudayaan) dan sebuah
Kolam Renang Tepian Ratu.
Pembangunan 92 Kamar.

Dinas PUPR
Provinsi Jambi
Biro Pengelolaan
Barang Milik
Daerah Provinsi
Jambi

Biro PKS

Biro Hukum

Kamar yang sedang

dibangun sebanyak
32 Kamar beserta
Fasilitas lainnya.




No | Kesepakatan Bersama (MoU) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Obyek/Ruang Lingkup Pihak-pihak Terkait | Penanggung Jawab Keterangan
2 | KESEPAKATAN BERSAMA Ruang Lingkup  Kesepakatan | - BAKEUDA Provinsi | TKKSD Provinsi Jambi | WTC
ANTARA PEMERINTAH Bersama : Jambi
PROVINSI JAMBI DENGAN PT. 1. Kerjasama Pembangunan dan | -Dinas PUPR
SIMOTA PUTRA PARAYUDHA Pengelolaan Kawasan Usaha | ProvinsiJambi
tentang : Terpadu yang terdiri dari :|-Biro  Pengelolaan
Kerjasama Pemanfaatan, pusat pertokoan dan Pusat | Barang Milik Daerah

Pembangunan dan Pengelolaan
Aset Tanah Pemerintah Provinsi
Jambi

Pihak
Jambi
H. ZULKIFLI NURDIN

Gubernur KDH Tingkat | Jambi

Pemerintah Provinsi

Pihak  PT. Simota Putra
Parayudha
AKYANTO
Direktur PT. Simota Putra
Parayudha.

No: 1A/KB/CHK/II/2004
No: 08/SPP-KB/Il/2004

Tgl. 18 Pebruari 2004
s/d 17 Pebruari 2006 (2 Tahun)

Perbelanjaan yang
terintegrasi dengan Hotel
Berbintang  diatas  asset
Pemerintah Provinsi Jambi

eks Pelindo Il Jambi seluas
92.918 M2.

2. Kerjasama tahap pertama
diatas lahan seluas

Provinsi Jambi
- Biro PKS
- Biro Hukum




ANTARAPEMERINTAH
PROVINSI JAMBI DENGAN PT.
SIMOTA PUTRA PARAYUDHA
Tentang

Bersama :

1. Persiapan Pendahuluan

2. Persiapan Pembangunan

3. Pelaksanaan Pembangunan

Jambi
-Dinas
Provinsi Jambi
-Biro  Pengelolaan

PUPR

No | Kesepakatan Bersama (MoU) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Obyek/Ruang Lingkup Pihak-pihak Terkait Penanggung Jawab Keterangan
3 PERJANIJIAN KERJA SAMA Ruang Lingkup Perjanjian | - BAKEUDA Provinsi | TKKSD Provinsi Jambi

ANTARA PEMERINTAH | Kerjasama : Jambi

PROVINSI JAMBI DENGAN PT. | Pembangunan dan Pengelolaan | -Dinas PUPR

SIMOTA PUTRA PARAYUDHA | Kawasan Pusat Perdagangan dan | Provinsi Jambi

tentang : Jasa vyang terdiri dari Pusat |-Biro Pengelolaan

Kerjasama Pemanfaatan, | Pertokoan (Ruko) dan Pusat | Barang Milik Daerah

Pembangunan dan | Pembelanjaan/Mall yang | Provinsi Jambi

Pengelolaan Aset Tanah | terintegrasi dengan sebuah Hotel | - Biro PKS

Pemerintah Provinsi Jambi Berbintang Empat diatas lahan | - Biro Hukum

seluas + 92.918 M2 yang terletak

Pihak Pemerintah Provinsi | dilJIn. Sultan Thaha Jambi.

Jambi

H. ZULKIFLI NURDIN

Gubernur Kepala Daerah

Provnsi Jambi

Pihak PT. Simota Putra

Parayudha

WILTOP

Mewakili Direktur PT.

Simota Putra Parayudha.

Nomor 24

Tgl. 04 Nopember 2004
4 PERJANJIAN KERJA SAMA | Ruang Lingkup Kesepakatan -BAKEUDA Provinsi | TKKSD Provinsi Jambi | Akan dilakukan

addendum PKS
terkait sewa lahan
parkir




:PenggunausahaanAset Pengelolaan/pengoperasian/p Barang Milik

Pemerintah Provinsi Jambi emasaran/penyewaan dan Daerah Provinsi

dalam Bentuk Bangun Guna pemeliharaan gedung Jambi

Serah atau Build, Operate | 4. penyerahan gedung setelah - Biro PKS

and Transfer (BOT) Berupa | habisnya waktu - Biro Hukum

Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pengelolaan

seluas 10.765 M2 vyang

Terletak di Jalan Sultan

Thaha jambi.

Pihak Pemerintah Provinsi

Jambi

H. ZULKIFLI NURDIN

Gubernur Jambi

Pihak PT. Simota Putra

Parayudha

TANOTO JACOBES

Direktur Utama Perseroan

No. 101.-

Tgl. 23 April 2007 s/d 22 April

2037 (30 Tahun)
KESEPAKATAN BERSAMA Ruang lingkup Kerjasama : - Dinas - Biro Pengelolaan
ANTARAPEMERINTAH PROVINSI Pembangunan dan Perhubungan Badan Milik
JAMBI DENGAN PT. ANGKASA Pengembangan Bandara a.l : Provinsi Jambi. Daerah

PURA Il (PESERO)

Tentang :

Rencana Pemanfaatan Tanah
Pemerintah  Provinsi  Jambi
untuk Pengembangan Bandara
Sultan Thaha Jambi

1. Pemanfaatan Tanah untuk
pembangunan dan
pengembangan Bandara.

2. Penyediaan infrastruktur dan
aksebilitas Bandara

3. Penghijauan lingkungan dan

- Bakeuda Provinsi
Jambi

- Biro Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

- Biro Hukum




Pihak  Pemerintah Provinsi
Jambi

Ir.H.SYAHRASADDIN, M.Si
Sekretaris Daerah  Provinsi
Jambi

Pihak PT. Angkasa Pura |l
(Pesero)

TRI S. SUNOKO

Direktur Utama

15/KB/EKBANG-3.2/2013
MoU.04.07.01/00/10/2013/009

Tgl. 29 Oktober 2013
s/d 28 Oktober 2063 (50 Tahun)

rencana zoo airport.

4. Pengelolaan bidang-bidang
usaha tertentu pada sisi Barat
Bandara.

- Biro PKS

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI DENGAN PT.
ANGKASA PURA Il (PESERO)
Tentang :

Pemanfaatan Tanah untuk
Pengembangan Bandara

Sultan Thaha Jambi.

Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi

H. RIDHAM PRISKAP, SH,
MH, MM

Sekretaris Daerah Provinsi
Jambi

Ruang lingkup Kerjasama :
Pemanfaatan Tanah seluas
47.000 M2 Lokasi

Talang Bakung Kota Jambi untuk
Pengembangan

Bandara , vyakni  Fasilitas
Operasional (Gedung -

Terminal), Aera Parkir dan lain-
lain.

Dinas
Perhubungan
Provinsi Jambi.
Bakeuda Provinsi
Jambi

Biro Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Biro Hukum

Biro PKS

-Biro Pengelolaan
Badan Milik Daerah




Pihak PT. Angkasa Pura |l
(Pesero)

BUDI KARYA SUMADI
President Director

Pasar Angso Duo Baru

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH

PROVINSI JAMBI DENGAN PT.
ERAGUNA BUMI NUSA (EBN)

Tentang :

Pembangunan dan
Pengelolaan Pasar Angso
Duo Baru dengan Pola

Bangun Guna Serah

Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi

H. HASAN BASRI AGUS
Gubernur Jambi

Pihak PT.
Nusa (EBN)
NUR JATMIKO

Direktur Utama.

Eraguna Bumi

06/PK.GUB/PU/2014
008/VI/EBN/PKS/2014

Tgl. 09 Juni 2014
s/d 09 Juni 2019 (5 Tahun)

Ruang Lingkup Perjanjian
Kerjasama :

Tahap Perencanaan dan
persiapan, pelaksanaan
Pembangunan konstruksi dan
fasilitas penunjang

lainnya, pengelolaan dan
pemeliharaan.

Objek :

Investasi Pembangunan dan
Pengelolaan Pasar

Angso Duo Baru.

Luas Tanah yang dikerjasamakan
+71.757 m?

- Bakeuda Provinsi
Jambi

- Biro Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

- Dinas PUPR
Provinsi Jambi

Biro PKS




No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-Pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) terkait
8 |IBC PERJANIJIAN KERJASAMA | Ruang Lingkup Perjanjian - Bakeuda Provinsi Biro PKS Proses HGB

ANTARA Kerjasama : Jambi
PEMERINTAH PROVINSI | Tahap Perencanaan dan |- Biro Pengelolaan
JAMBI DENGAN PT. PUTRA | persiapan, pelaksanaan Barang Milik
KURNIA PROPERTI Pembangunan konstruksi dan | Daerah
Tentang : fasilitas penunjang - Dinas PUPR
Pembangunan dan | lainnya, pengelolaan dan | Provinsi Jambi
Pengelolaan Kawasan Jambi | pemeliharaan.
Bisnis Center dengan Pola | Objek:
Bangun Guna Serah Investasi Pembangunan dan

Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi

H. HASAN BASRI AGUS
Gubernur Jambi

Pihak  PT.
Properti
MARIO LIBERTY SIREGAR
Direktur

Putra Kurnia

07/PK.GUB/PU/2014
001/JBC-PKP/VI/2014

Tgl. 09 Juni 2014
s/d 09 Juni 2044 (30 Tahun)

Pengelolaan Kawasan
Jambi Bisnis Center (JBC)




No | Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-Pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
9 | Kesepakatan Bersama antara Obyek: Pembangunan daerah dalam OPD Terkait OPD Terkait

Pemprov Jambi dengan Pemprov
Jawa Timur tentang Kerja Sama
Pembangunan  Daerah  dalam
rangka Pengelolaan Potensi dan
Sumber Daya.

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. HASAN BASRI AGUS
Gubernur Jambi

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa
Timur

Dr. H. SOEKARWOQO

Gubernur Jawa Timur

No. 10/NK-Gub/APKS-3.2/4.7/2015
No. 120.1/193/012/2015

Berlaku satu tahun: Tgl 23 April
2015
s/d 23 April 2016

rangka pelaksanaan kegiatan serta
pengelolaan potensi dan sumber
daya di bidang:
a. Transmigrasi
b. Perikanan dan kelautan
c. Pertanian, Perkebunan dan
peternakan
Pariwisata
Penanaman Modal
Industri dan Perdagangan
Penelitian dan PengembaNGAN
Pendidikan
Kesehatan
Kebudayaan
Kehutanan
Sosial
. Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Komunikasi dan informatika
p. Energi dan Sumber Daya
Mineral
g. Bidang-bidang lain sesuai
kebutuhan daerah

S3TAT TSm0

°




No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-Pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
10 PERJANJIAN KERJA SAMA Ruang Lingkup:menjalankan | Disperindag Provinsi Disperindag Provinsi | Terkait dengan
ANTARA fungsi  pertukaran  informasi | Jambi Jambi penanggulangan
Dinas Perindustrian dan industri,  perdagangan,  dan inflasi

Perdagangan ProvinsiJawa
Timur dan Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi
Tentang :

Kerjasama Pengembangan
Industri dan Perdagangan
Pihak Pemerintah Jawa Timur
Dr. Ir. Moch Ardi. P,
M.Eng.Sc.Me

Kadis Perindustrian dan
perdagangan Provinsi Jawa
Timur

Jangka waktu PKS s/d th
2021

Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi

Drs. H.ABD.Zaki, M, Si
Kadis Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi

No: S.825.Disperindag-
1/1V/2016

No: 120.1/192/012/2016
Tgl. 22 April 2016

s/d 22 April 2021 (5 Tahun)

peningkatan pemasaran dengan
memanfaatkan perwakilan
dagang di Jawa Timur dan Jambi,
serta pengembangan Sumber
Daya Manusia




11

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi
Jambi dan Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur
Tentang:

Kerjasama Pengembangan
Peternakan dan Kesehatan
Hewan

Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi

Ir. Akhdiyat

Kadis Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Pihak Pemerintah Jawa
Timur

Ir. Maskur, MM

Kadis Peternakan Provinsi
Jawa Timur

No: 1760/Disnak-1/1V/2016
No: 120.1/191/012/2016

Tgl. 22 April 2016
s/d 22 April 2021 (5 Tahun)

Obyek: Pengelolaan Potensi dan

Sumber Daya Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan dalam rangka

peningkatan pembangunan daerah

Ruang lingkup:

a. Pertukaran  informasi, aplikasi
teknologi Peternakan dan
Kesehatan Hewan

b. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia

c. Peningkatan genetik ternak

d. Populasi dan produktivitas ternak

e. Pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan menular

f. Pengolahan Pasca panen produk
hewan

g. Pemasaran dan  pengawasan
bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan

Dinas Kelautan dan
Perikanan Prov Jambi

Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jambi

Terkait dengan

penanggulangan
inflasi

10




No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-Pihak Penanggung Jawab | Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
12 | Kesepakatan Bersama antara Obyek: Pembangunan Daerah dalam | OPD Provinsi Jambi | Biro PKS Setda Sudah ditindaklanjuti
Pemprov Riau dengan Pemprov rangka kegiatan serta pengelolaan dan Provinsi  Riau | Prov.Jambi dengan PKS
Jambi tentang Kerja Sama antar potensi dan sumber daya dibidang: serta Kabupaten
Daerah. 1. Perdagangan, Industri dan Jasa; perbatasan 2 Provinsi
2. Pertanian, Perkebunan dan
Pihak Pemerintah Provinsi Riau Peternakan;
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN 3. Perikanan dan Kelautan;
Gubernur Riau 4. Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Perhubungan (Transportasi Darat,
Pihak Pemerintah Provinsi Jambi Laut, dan Dermaga);
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 6. Penanaman Modal;
Gubernur Jambi 7. Komunikasi dan Informatika;
8. Tenaga Kerja, dan
No. 03/KB/III/2016 9. Lainnya sesuai dengan kebutuhan
No. 01/KB-Gub/APKS-3.2/4.7/2016 Para Pihak.
Ruang lingkup: perencanaan,
Berlaku 3 tahun: Tgl 14 Maret 2016 pelaksanaan, monev
s/d 14 Maret 2019
13 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Objek adalah andon penangkapan | Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan - Masa berlaku sudah

PKS Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jambi
dengan Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Riau

tentang Andon Penangkapan
ikan, perikanan budidaya dan
pemasaran hasil perikanan.

Kepala DKP Provinsi Jambi
H. SAIPUDIN

Kadis Perikanan dan Kelautan

ikan, perikanan budidaya dan

pemasaran hasil perikanan

Ruang Lingkap :

1. Alat Penangkapan lkan (API) dan
Alat Bantu Penang kapan lkan
(ABPI) :

a. Jumlah Kapal yang diizinkan;

b. Jenis alat penang kapan ikan
dan alat bantunya;

¢. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK);

d. Tempat Pendaratan lkan (TPI);

e. Persentase ikan hasil tangkapan

Perikanan
Provins Jambi
Pihak Dinas Perikanan

dan

- kelautan prov Riau

Perikanan Provins Jambi

Habis

- Laporanhasil
kegiatan dari OPD
terkait tidak ada

11




Prov. Riau
TIEN MASTINA

No. S.1226/DKP.1.1/111/2016

No. 55/PK/SEKR/111/2016

berlaku 1 tahun (Tgl. 14 Maret
2016 s/d tgl 14 Maret 2017)

yang didaratkan;

f. Musim lkan, dan

g. Monitoring dan Evaluasi.
2. Perikanan Budidaya :

a. Menyediakan benih calon induk

ikan, dan

b. Calon induk ikan dan induk
ikan.
3. Pemasaran Hasil Perikanan :
a. Produk Hasil Per ikanan.
4. Monitoring dan Evaluasi.

14

Kesepakatan Bersama antara
Pemprov Kepri dengan Pemprov
Jambi

Tentang :

Kerjasama Antar Daerah

Pihak Pemerintah Provinsi
Kepulauan

Riau

AGUNG MULYANA

Pj. Gubernur Kepulauan Riau

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. IRMAN
Pj. Gubernur Jambi

04/MoU-KDH/KEPRI/XII/2015
15/KB-Gub/APKS-3.2/4.7/2015

berlaku 2 tahun : Tgl. 22 Desember
2015 s/d Tgl 22 Desember 2017

Ruang Lingkup Kerja Sama :

1. Perdagangan, Industri dan Jasa

2. Pertanian, Perkebunan, Perikanan
dan Peternakan

3. Kebudayaan dan Pariwisata

4. Perhubungan (Transportasi Darat,
Laut dan Dermaga)

5. Penanaman Modal;

6. Komunikasi dan Informatika;

7. Tenaga Kerja, dan

8. Lainnya sesuai dengan kebutuhan

Para Pihak.

OPD Provinsi Jambi

dan OPD Provinsi Riau

- serta Kabupaten
perbatasan

Biro PKS Setda
Prov.Jambi

- Masa Berlaku sudah
habis
- Sudah dilakukan
koordinasi dengan
bagian Kerja Sama
Kepri, terdapat
beberapa kendala:
- Infrastruktur
- Daerah penghasil
komoditi yang
Akan
dikerjasamakan
terlalu jauh
- Harus dibuat
trayek langsung
kapal tungkal- Batam.
(Dinas Perhubungan)

15

Kesepakatan  Bersama  antara
Badan Ekonomi Kreatif dengan
Pemerintah Provinsi Jambi

Ruang Lingkup Kerja Sama :
- Riset, Edukasi dan pengembangan
ekonomi kreatif

Dinas Pariwisata Prov
Jambi
Disperindag Provinsi

Disperindag Provinsi
Jambi

MoU tidak melalui
Biro PKS

12




Tentang :
Pengembangan Ekonomi Kreatif Di
Provinsi Jambi

Pihak BE-Kraft
Triawan Munaf
Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Gubernur Jambi

358/NK/Bekraf/X1/2016
Berlaku 3 tahun : 22 Nopember
2016 s/d

22 Nopember 2019

- Akses Permodalan

- infrastruktur

- pemasaran

- regulasi

- Hubungan antar lembaga dan
wilayah

- kegiatan lain yg dipandang perlu

Jambi
- Dekranasda Provinsi
Jambi

16

Kesepakatan Bersama antara
Pemprov Jambi dengan IPB
Tentang

Peningkatan Kapasitas SDM dalam
pengelolaan SDA di Provinsi Jambi

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Gubernur Jambi

Pihak IPB

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto,
M. Sc Rektor IPB
11/PKS-Gub/BLD-09/2016
68/1T3/KsM/2016

Berlaku 4 tahun :05 Sept 2016 s/d
05 Sept 2020

Ruang Lingkup Kerja Sama :

- Pendidikan

- Penelitian

- Pengabdian Kepada Masyarakat

Ruang Lingkup Kerja

Sama :

- Pendidikan

- Penelitian

- Pengabdian Kepada
Masyarakat

Balitbangda Provinsi
Jambi

- MOU Tidak melalui
Biro PKS

- telah diadakan
Rapat oleh Biro SDA
tgl 02 Okt 2017
diruangan rpt
Sekda dipimpin oleh

A2

- Hasil : bahwa
masing2 OPD
terkait
menyampaikan PKS
(Perkebunan,

Pertanian, Ketahanan

Pangan) dikoordinir

oleh Balitbangda

13




No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-Pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
17 | Kesepakatan Bersama antara PT. Ruang Lingkup Kerja Sama : Dinas Kominfo Dinas Kominfo Provinsi - Telah  ditindak
Telekomunikasi Selular dengan 1. CBS (Corporate Business Solusion): | Provinsi Jambi Jambi lanjuti dengan
Pemerintah Provinsi Jambi - Location Bases Advertising Draft PKS
Tentang Implementasi Smart City (LBA)/SMS Targeted - Penandatangan PKS
di Provinsi Jambi - Layanan Kartu Hallo Corporate direncanakan
- Layanan SMS Direct Connection pertengahan
Pihak Telekomunikasi Selular (Bulk) Januari 2018
Erwin Tanjung 2. Penerapan aplikasi SISKA (Sistem
Vice President Sales and Marketing Informasi Pendidikan di seluruh
area Sumatera SMA dan sederajat
3. Program reseller Mkios utk
Pihak Pemerintah Provinsi Jambi seluruh kantin SMA dan Sederajat
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Gubernur Jambi
MOU.045/LG.05/RS.01/111/2017
555.4/04/SETDA.PKS/111/2017
Berlaku 1 thn: 17 Maret 2017 s/d
17 Maret 2018
18 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Ruang Lingkup:Pelayanan Dinas Kominfo Dinas Kominfo Provinsi

antara Pemprov Jambi dengan
PT. Dayamitra Telekomunikasi
Tentang

Pelaksanaan dan Implementasi
Peningkatan Pelayanan
infrastruktur Telekomunikasi di
Wilayah Provinsi Jambi

Kepala Dinas Komunikasi dan
informatika

Ir.  Nurachmat
MMS

Herlambang,

Infrastruktur Telekomunikasi bagi

masyarakat dan Pemprov Jambi

Obyek: titik koordinat di Kab/Kota
(aset Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Jambi

14




Executive General Manager
Microcell PT.Dayamitra
Telekomunikasi

Deddy Agus Pramudia
Sidagambir

No. S-26/DISKOMINFO-
4.1/1/2018

No. DMT.004/CL1/DBS-
a1000000/1/2018

berlaku 5 tahun Tgl. 11 Januari
2018 s/d 11 Januari 2023

19

Kesepakatan Bersama antara
Pemprov Jambi dengan Pusat
Penelitian karet

Tentang Pengembangan Inovasi
Industri  Hilir Karet di Provinsi
Jambi

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Gubernur Jambi

Pusat Penelitian Karet
DR. Karyudi
Direktur

525.21/05/Setda.PK.5/1V/2017
026/PPK-SPK/IV/2017

Berlaku 2 thn: 13 April 2017 s/d 13
April 2019

Ruang lingkup: Pengelolaan
komoditi karet menjadi bahan jadi
atau setengah jadi dalam rangka
upaya peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani karet

Balitbangda Provinsi
Jambi

Balitbangda Provinsi
Jambi

15




No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
20 | Kesepakatan Bersama antara Ruang Lingkup Kerja Sama : Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Telah dilakukan
Pemprov Jambi dengan Yayasan - Grand Design Pembangunan Provinsi Jambi Provinsi Jambi koordinasi dgn
Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Ekonomi Hijau dinas kehutanan
Tentang - Tata Kelola Hutan, air dan gambut, untuk pembuat an
Pembangunan  Ekonomi  Hijau dan pencegahan kebakaran hutan draft PKS
Berbasis Komoditas di Provinsi dan lahan gambut
Jambi -Pengembangan Kemitraan
Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Gubernur Jambi
Yayasan Inisiatif Dagang Hijau
(IDH)
Fitrian Ardiansyah
Ketua Dewan Pengurus Yayasan
IDH
IDH-INDO/LND.JBI/2017/08/003
060/8/SETDA-PKS/3.1/1X/2017
Berlaku 1 tahun :28 Agustus 2017
s/d 28 Agustus 2018
21 | Kesepakatan Bersama antara Ruang Lingkup Kerja Sama : Dinas Kehutanan | Dinas Kehutanan | Telah dilakukan

Pemprov Jambi dengan Badan
Restorasi Gambut (BRG)
Tentang Pelaksanaan Restorasi
Lahan Gambut di Provinsi Jambi

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

- Koordinasi dan
restorasi gambut
- Pemetaan, Konstruksi infrastruktur,

perencanaan

penataan ulang areal gambut
terbakar

- Supervisi, penelitian

- Monev

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

koordinasi dgn

dinas kehutanan
untuk pembuatan
draft PKS
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Badan Restorasi Gambut RI
Nazir Foead
Kepala Badan Restorasi Gambut RI

NK.7/BRG/8/2007
522.5/07Setda.PKS/3.1/VIIl/2017

berlaku 3 thn: 28 Agustus 2017 s/d
30 Agustus 2020

22

Kesepakatan Bersama Antara
Pemprov Jabar dengan Pemprov
Jambi

Tentang :

Kerja Sama Replikasi Program
Jaringan Lintas Daerah Dalam
Rangka Peningkatan Manajemen
Pemerintahan  dan  Pelayanan
Publik

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa
Barat

Ahmad Heryawan

Gubernur Jabar

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Gubernur Jambi

119/102/PemKsm
020.1/9/SETDA-PKS/3.1/1X/2017
berlaku 1 thn: 14 Sept 2017 s/d 14
Sept 2018

Objek Kerja Sama :

Replikasi Program Aplikasi:

- Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan utk publik

- E-Samsat

- E - SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
secara online dan

- Aplikasi online lainnya yg

diperlukan sesuai kebutuhan

- Badan Penanaman
Modal dan PTSP

- Badan Keuangan
Daerah

- BadanKepegawaian

Biro PKS

Sudah ditindaklanjuti
dgn

Perjanjian Kerjasama
oleh masing-

masing OPD terkait
tgl 14 Sept 2017
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No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
23 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Obyek: Sisem informasi pelayanan | Dinas Penanaman | Dinas Penanaman

Antara Kadis Penanaman Modal
dan Pelayanan terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat
dengan

Kadis Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi

tentang  Replikasi  Aplikasi
Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan untuk Publik
(Simpatik)

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
Dr. Ir.
MSCE
Kepala Dinas DPMPPTSP

H. Dadang Mohamad,

Pihak
Jambi
Imron Rosyadi, S.Sos,M.Si
Kepala Dinas DPMPPTSP

Pemerintah  Provinsi

119/4190/DPMPTS
13/SETDA.PKS/IX/2017

berlaku 2 thn : 14 Sept 2017 s/d
14 Sept 2019

perizinan untuk publik (Simpatik)

dalam rangka peningkatan

manajemen Pemerintahan  dan

pelayanan publik

Ruang Lingkup:

a. Replikasi Aplikasi Simpatik

b. Penyerahan Source Code Replikasi
Aplikasi Simpatik dan

c. Pendampingan penerapan

kebijakan dan aplikasi simpatik

Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provlambi

Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov
Jambi
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No Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Obyek/Ruang Lingkup Pihak-pihak Penanggung Jawab Keterangan
(MoU) (PKS) Terkait
24 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Obyek: Sasaran Kerja Pegawai secara | BKD Provinsi Jambi BKD Provinsi Jambi telah dilakukan
Antara Kepala Badan | Online dalam rangka peningkatan sosialisasi (Nop 2017)
Kepegawaian Daerah Provinsi Manajemen  Pemerintahan  dan
Jawa Barat dengan Kepala | Pelayanan Publik
Badan Kepagawaian Daerah
Provinsi Jambi Ruang Lingkup:
tentang Replikasi Aplikasi | a. Replikasi Aplikasi Sasaran Kerja
Sasaran Kerja Pegawai secara Pegawai secara Online
online b. Penyerahan Source Code Replikasi
Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai
Pihak Pemerintah Provinsi Jawa secara online; dan
Barat c. Pendampingan penerapan
Ir. H. Sumarwan Hadisoemarto | kebijakan dan aplikasi sasaran kerja
Kepala BKD pegawai secara online
Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi
H. Husairi, S.IP, ME
Kepala BKD
075/833/Bangrir
12/SETDA.PKS/IX/2017
berlaku 2 thn : 14 Sept 2017 s/d
14 Sept 2019
o Perjanjian Kerja Sama (PKS) Obyek: Replikasi Aplikasi E-Samsat Bakeuda Provinsi Bakeuda Provinsi Jambi

Antara Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Barat dengan Kepala
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi

tentang Replikasi Aplikasi E-
Samsat

dlm rangka peningkatan Manajemen

Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Ruang Lingkup:

a. Replikasi Aplikasi E-Samsat

b. Penyerahan Source Code Replikasi
Aplikasi E-Samsat; dan

c. Pendampingan penerapan

Jambi
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Pihak Pemerintah Provinsi Jawa
Barat

H. Dadang Suharto, SH, MH
Kepala BAKEUDA
Pihak  Pemerintah  Provinsi
Jambi

Agus Pirngadi, S.Sos

Kepala BAPEMDA

973/306-Bapenda/2017
11/SETDA.PKS/1X/2017

berlaku 2 thn : 14 Sept 2017 s/d
14 Sept 2019

kebijakan dan aplikasi E-Samsat

25

Kesepakatan Bersama antara
Pemprov Jambi dengan Kepolisian

Daerah Jambi

Tentang Pembinaan dan Pelatihan
Calon Anggota POLRI bagi putra

putri Daerah
Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Gubernur Jambi

Pihak Kepolisian Daerah Jambi

Brigadir Jendral Polisi Drs Priyo

Widyanto, M.M
Kepala Kepolisian Daerah Polda
Jambi

427/14/Setda.PKS/X1/2017
MoU/14/X1/2017

Ruang Lingkup:
1. Sosialisasi peraturan penerimaan
calon anggota Polri
2. Pelaksanaan pembinaan calon
peserta seleksi dalam rangka
penerimaan anggota Polri

Diknas Provinsi Jambi
Dipora Provinsi Jambi

Diknas Provinsi Jambi
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Berlaku 12 bulan : 04 Nopember
2017 s/d 04 Nopember 2018
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Kesepakatan Bersama antara
Pemprov Jambi dengan Kepolisian
Daerah Jambi

Tentang Sistem Penerimaan
Pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
serta pembayaran sumbangan
wajib dana kecelakaan lalu lintas
jalan (SWDKLLJ) dalam rangka
pengesahan STNK Tahunan di
seluruh wilayah hukum kepolisin
daerah Jambi melalui jaringan
elektronik pada Bank Jambi

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Gubernur Jambi

Pihak Kepolisian Daerah Jambi
Brigadir Jendral Polisi Drs Priyo
Widyanto, M.M
Kepala Kepolisian Daerah Polda
Jambi

973/12/SETDA.PKS/3.2//X1/2017
B/17/X1/2017

P/21/SP/2017
058.11/MoU.BPDJ/2017

Berlaku 12 bulan : 29 Nopember
2017 s/d 29 Nopember 2018

Obyek:

Sistem Penerimaan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), pembayaran pajak
kendaraan bermotor (PKB), serta
pembayaran sumbangan wajib dana
kecelakaan lalu lintas  jalan
(SWDKLLJ) dalam rangka pengesahan
STNK Tahunan di wilayah kepolisian
daerah Jambi melalui jaringan
elektronik pada Bank Jambi

Ruang Lingkup :

Pelayanan penerimaan PNBP, PKB,
SWDKLL) dalam rangka pengesahan
STNK Tahunan di wilayah Kepolisian
Daerah Jambi melalui jaringan
elektronik pada Bank Jambi atau
PIHAK KEDUA

Bakeuda Provinsi
Jambi, Kepolisian
Daerah Jambi, Jasa
Rahaja, dan Bank 9
Jambi

Bakeuda Provinsi Jambi
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Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Antara Pemerintah Provinsi
Jambi, Kepolisian Daerah Jambi,
PT Jasa Raharja (Persero) Jambi
dan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jambi

Tentang
Sistem Penerimaan
Pembayaran Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP),
Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), serta
pembayaran sumbangan wajib
dana kecelakaan lalu lintas jalan
(SWDKLLJ)  melalui jaringan
elektronik Bank Jambi di
seluruh Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Jambi

Pihak Kesatu

Pihak Pemerintah Provinsi
Jambi

Agus Pirngadi, S.Sos
Kepala BAKEUDA

Pihak Jasa Raharja
Amanudin, SE, AK,PIA
Kepala Cabang PT. Jasa
Rahardja (PERSERO) Jambi

Polda Jambi
Didik Mulyanto, SH, S.IK

Direktur Lalu Lintas

1306/BAKEUDA-2/3.2//X1/2017

Obyek:

Sistem Penerimaan pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), pembayaran pajak
kendaraan bermotor (PKB), serta
pembayaran sumbangan wajib dana
kecelakaan lalu lintas  jalan
(SWDKLLJ) dalam rangka
pengesahan STNK Tahunan di
wilayah kepolisian daerah Jambi
melalui jaringan elektronik pada
Bank Jambi

Ruang Lingkup :

Pelayanan penerimaan PNBP, PKB,
SWDKLLJ dalam rangka pengesahan
STNK Tahunan di wilayah Kepolisian
Daerah Jambi melalui jaringan
elektronik pada Bank Jambi atau
PIHAK KEDUA

Bakeuda Provinsi
Jambi, Kepolisian
Daerah Jambi, Jasa
Rahaja, dan Bank 9
Jambi

Bakeuda Provinsi Jambi
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B/601/X1/2017/DITLANTAS
P/22/SP/2017
058.11/MoU.BPDJ/2017

berlaku 5 thn : 29 Nopember
2017 s/d 29 Nopember 2022

28 | Kesepakatan Bersama antara Ruang Lingkup: - Dinas Penanaman | - Dinas Penanaman
Pemprov Jambi dengan Badan a. Penduduk yang memiliki KTP Modal dan PTSP Modal dan  PTSP
Penyelenggara Jaminan Sosial elektronik/Surat Keterangan Provinsi Jambi. Provinsi Jambi.
Kesehatan (BPJS) Penduduk serta kartu keluarga | - Dinas  Nakertrans | - Dinas Nakertrans
Tentang Percepatan Tercapainya yang tertera nomor induk Provinsi Jambi. Provinsi Jambi.
Universal Health Coverage di penduduk Provinsi Jambi. - BPJS
Provinsi Jambi. b. Penduduk Jambi yang aktif
Pihak Pemerintah Provinsi Jambi kepesertaannya.

H. Fachrori Umar c. Integrasi dan kewajiban
Plt. Gubernur Jambi persyaratan usaha bagi pemberi
kerja selain  penyelenggara
Pihak BPJS negara.
Siswandi d. Pemprov Jambi mewajibkan
Deputi Direksi Wilayah Riau, Kepri, pemberi kerja yang berdomisili
Sumbar dan Jambi, BPJS diwilayah pemprov jambi untuk
mendaftarkan dirinya.
440/03/Setda-PKS/V/2018 e. Pegawai pemerintah non
72/KTR/11-07/0518 pegawai negeri pada pemprov
Berlaku 12 bulan : 03 Mei 2018 s/d Jambi yang bukan penduduk
03 Mei 2019 provinsi Jambi.
29 Perjanjian Kerja Sama (PKS) | Objek: Percepatan, peningkatan | - DPMPTSP Provinsi - DPMPTSP Provinsi
antara Kepala Badan | kepesertaan  jaminan  kesehatan Jambi. Jambi.
Penyelenggara Jaminan Sosial | nasional dan perlindungan bagi | - BPIJS

(BPJS) dengan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi.

Tentang Optimalisasi

pekerja pada badan usaha dan
perorangan di prov Jambi.

Ruang Lingkup:
1. Peningkatan kepesertaan
jaminan kesehatan nasional.

23




Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional di Provinsi
Jambi.

Pihak BPJS

Elshe Theresia

Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial BPJS

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi

Imron Rosyadi

Kepala Dinas

71/KTR/11-07/0518
414/DPM-PTSP-2.1/2018

30 Mei 2018 s/d 30 Mei 2021 (3
Tahun)

2. Kepesertaan Jaminan kesehatan

nasional pada proses perizinan
dan non perizinan DPMPTSP
Provinsi Jambi sebagai
persyaratan tambahan apabila
sudah ada.

30

Kesepakatan Bersama antara
Institut Pertanian STIPER
(INSTIPER) dengan Pemerintah
Provinsi Jambi

Tentang Pembangunan
perkebunan, pertanian dan
kehutanan di Provinsi Jambi

Pihak INSTIPER
DR. Ir. Purwadi, MS
Rektor INSTIPER Yogyakarta

Ruang Lingkup:

Dalam rangka meningkatkan

pemanfaatan Sumber Daya di

Provinsi Jambi yang meliputi:

1. Pertanian 4. Koperasi

2. Perkebunan 5. Pendidikan

3. Kehutanan 6. Perencanaan
7. Penerapan IPTEKIN

OPD terkait

OPD terkait

Telah ditindaklanjuti
oleh PKS Diknas dan
Badan Penelitian dan
Pembangunan
Provinsi Jambi
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Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. Fachrori Umar
Plt. Gubernur Jambi

019.E1.KS.2018
520/04/SETDA.PKS/VIII/2018
31 Agustus 2018 s/d 31 Agustus
2019 (12 Bulan)

31

Perjanjian Kerja Sama antara
INSTIPER dengan BALITBANGDA
Provinsi Jambi

Tentang Penerapan lImu
Pengetahuan Teknologi dan
Inovasi (IPTEKIN)

Pihak INSTIPER
DR. Ir. Purwadi, MS
Rektor INSTIPER Yogyakarta

Pihak  Pemerintah  Provinsi
Jambi

Ir. Azrin, M.Si

Kepala BALITBANGDA Provinsi
Jambi

020.E1.KS.2018
520/05/SETDA.PKS/VIII/2018

31 Agustus 2018 s/d 31 Agustus
2021

Objek:

Penerapan IPTEKIN dalam Provinsi

Jambi.

Ruang Lingkup:

a. Kegiatan  pengembangan  dan
penerapan Illmu Pengetahuan
teknologi dan inovasi di bidang
pembangunan perkebunan,
pertanian dan kehutanan berbasis
potensi unggulan daerah di
Provinsi Jambi.

b. Sinergi pemberdayaan masyarakt
dalam pendampingan di bidang

pembangunan perkebunan,
pertanian dan kehutanan berbasis
hasil penelitian,
pengembangan,penerapan  limu
Pengetahuan Teknologi dan
Inovasi.

INSTIPER
BALITBANGDA
Provinsi Jambi

BALITBANGDA
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Perjanjian Kerja Sama antara
INSTIPER dengan Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi
Tentang  Peningkatan SDM
melalui Teaching Factory
Perkebunan Sawit di SMK

Pihak INSTIPER

DR. Ir. Purwadi, MS

Rektor INSTIPER Yogyakarta
Pihak  Pemerintah  Provinsi
Jambi

H. Agus Herianto

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi

No. 022.E1.KS.2018

520/06/SETDA.PKS/VIII/2018
31 agustus 2018 s/d 31 agustus
2021

Objek:

SDM vyang bergerak dalam bidang
pendidikan vokasi di SMK dalam
Provinsi Jambi

Ruang Lingkup:

a.

Penyelarasan kurikulum dan SOP
dengan dunia usaha dan dunia
industri sawit.

Pembentukan Teaching Factory
(TEFA) dari perusahaan
perkebunan sawit di Jambi.
Pelatihan guru SMK vyang
mengajar di kelas TEFA atau kelas
sawit.

Fasilitasi pembentukan lembaga
sertifikasi profesi (LSP P-1) di
SMK pertanian/perkebunan.
Fasilitasi sertifikasi alumni kelas
TEFA sawit.

Fasilitasi beasiswa untuk siswa
SMK dalam provinsi Jambi.
Fasilitasi melanjutkan pendidikan
ke D1, S1 dan S2 dengan fasilitasi
beasiswa.

Fasilitasi penyaluran lulusan kelas
sawit SMK ke perusahaan
perkebunan sawit.

Fasilitasi penyaluran lulusan D1,
S1 dan S2 ke perusahaan
perkebunan.

INSTIPER
DIKNAS Provinsi Jambi

DIKNAS Prov Jambi
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Kesepakatan Bersama Antara
Badan Informasi Geospasial
dengan Pemprov Jambi tentang
Penyelenggaran, Pengembangan
dan Pemanfaatan data dan
Informasi Geospasial di Provinsi
Jambi

Pihak Badan Informasi Geospasial
Hasanudin Z. Abidin
Rektor INSTIPER Yogyakarta

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. Fachrori Umar
Plt. Gubernur Jambi

4.2/KA-BIG/PK.05/2018
591.2/07/SETDA/PKS/IX/2018

04 September 2018 s/d 04
september 2019

Objek :

Pengembangan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi Geospasial.

Ruang Lingkup :

a. Penyelenggaraan informasi
geospasil antar lain :

1) Pembangunan basis data dan
metadata geospasial ;

2) Penyelenggaraan dan
pemanfaatan jaring kontrol
geodesi; dan

3) Penyelenggaraan informasi
geospasial terkait tata ruang.

b. Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dalam bidang
informasi geospasial;

c. Penelitian dan pengembangan
dalam bidang informasi
geospasial dan teknologi
aplikasinya

d. Pemanfaatan bersama sarana
dan prasaran tertentu untuk
mendukung kegiatan para pihak

e. Berbagi pakai data dan informasi
geospasial; dan

f. Kegiatan lain yang dipandang
perlu dan disetujui oleh para

Badan Informasi
Geospasial
BAPPEDA

DINAS KOMINFO
Provinsi Jambi

BAPPEDA
DINAS KOMINFO
Provinsi Jambi
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pihak.

34 Perjanjian kerja sama antara Objek : Badan Informasi BAPPEDA
Badan Informasi Geospasial Simpul Jaringan Informasi Geospasial | Geospasial Dinas KOMINFO Provinsi
dengan Dinas Komunikasi dan Daerah di Provinsi Jambi BAPPEDA Prov Jambi Jambi
Informatika Provinsi Jambi Dinas KOMINFO Prov
tentang pembangunan simpul Ruang Lingkup : Jambi
jaringan informasi geospasial a. Pengumpulan, pengolahan dan
Daerah di Provinsi Jambi penggunaan data dan informasi

geospasial Provinsi Jambi;
Pihak Badan Informasi b. Pengamanan dan
Geospasial penyebarluasan data dan
Wiwin Ambarwulan informasi geospasial Provinsi
Kepala pusat Penelitian Jambi
c. Pemeliharaan, pemutakhiran dan
Pihak Dinas KOMINFO pertukaran data dan informasi
Nurachmat Herlambang geospasial;
Kepala Dinas Komunikasi d. Peningkatan kompetensi sumber
daya manusia terkait
4.41/PPKS-BIG/PK.05/9/2018 penyelenggaraan Simpul Jaringan
Informasi Geospasial Daerah di
04 September 2018 s/d 04 Provinsi Jambi; dan
September 2021 e. Penggunaan dan pengembangan
teknologi terkait infrastruktur
informasi geospasial.
35 | Kesepakatan Bersama antara Ruang lingkup : Lembaga BAPPEDA Provinsi Jambi

Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional dan Pemerintah
Provinsi Jambi tentang
Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Penerbangan dan Antariksa untuk
mendukung Pembangunan Daerah
di Provinsi Jambi

PihakLembaga Penerbangan dan

a.

Penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi
penerbangan dan antariksa;
Penelitian, pengembangan, dan
pemanfaatan sains antariksa dan
atmosfer

Penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pemanfaata
data dan informasi penginderaan

Penerbangan dan

Antariksa Nasional
BAPPEDA Provinsi
Jambi
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Antariksa Nasional

Thomas Djamaluddin

Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi
H. Fachrori Umar
Plt. Gubernur Jambi

80/KS.00/10/2018
119/10/Setda.PKS/X/2018

22 Oktober 2018 s/d 22 Oktober
2019

jauh;

Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia

Pertukaran data dan informasi
Publikasi dan diseminasi ilmiah.
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Perjanjian Kerja Sama antara
Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional dan
Pemerintah Provinsi Jambi
tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Data
Penginderaan Jauh dalam
mendukung di Wilayah Provinsi
Jambi

Pihak Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional

Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc.
Deputi Bidang Penginderaan
Jauh Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional

Pihak Pemerintah Provinsi
jambi
Dr. Donny iskandar

Ruang Lingkup :

a.

Penyediaan data satelit
pengnderaan jauh yang
dibutuhkan oleh pihak kedua
sesuai dengan tugas dan fungsi
pihak kesatu;

Pemanfaatan data dan informasi
penginderaan jauh dalam
mendukung pembangunan di
Wilayah Provinsi Jambi;
Peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia;
Penelitian, pengembangan,
perekayasaan dan pemanfaatan
bidang penginderaan jauh;
Diseminasi pemanfaatan data
dan informasi penginderaan jauh
Publikasi hasil penelitian data
dan informasi penginderaan
jauh.

Lembaga
Penerbangan dan
Antariksa Nasional
BAPPEDA Provinsi
Jambi

BAPPEDA Provinsi Jambi
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Kepala badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Jambi

02/KS.00/01/2019
074.2/420/BAPPEDA-
4.1/1/2019

31 Januari 2019 s/d 31 Januari
2024
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